
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SANGGAU INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

a. Bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki
hak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai
wujud pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau disusun
untuk menjawab kebutuhan hukum serta aspirasi
masyarakat Kabupaten Sanggau dalam mendukung
pembangunan daerah;

0. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b untuk melaksanakan ketentuan

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 6 Nomor 12

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan
Kota. Dan Peraturan Dewan Perwakilan Ral^at Daerah

Kabupaten Sanggau Pasal 8 Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Tata Tetib, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong Dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat






